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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maupun pembahasan, serta analisis yang 

telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, berikut disajikan kesimpulan 

yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen bahan 

makanan dan minuman kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai berupa 

permintaan maaf dan ganti kerugian dalam bentuk uang atau 

pengembalian sejumlah barang dengan kualitas yang lebih baik. 

2. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Disperidagkop 

Kabupaten Manggarai sampai saat  ini belum terlaksanan dengan 

baik.  Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelaku usaha yang 

mengedarkan bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di pasaran. 

Di samping peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa yang 

terus bertambah dari tahun ke tahunnya 

 Berdasarkan apa yang diamati oleh penulis, maka penulis menyimpulkan 

bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kendala dalam 

melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan bahan 

makanan dan minuman kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa 
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Tenggara Timur masih lemah serta pendidikan dan pembinaan yang dilakukan 

oleh pemerintah belum terealisasi atau belum terlaksana dengan baik.  

B. Saran 

Perlindungan terhadap konsumen bahan makanan dan minuman 

kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur harus 

dilakukan mengingat kedudukan konsumen saat dan penegakan hukumnya yang 

lemah. Untuk itu agar pelaksanaan perlindungan konsumen dapat berjalan 

dengan baik, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

a. Mengadakan sosialisai tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

kepada masyarakat baik itu masyarakat secara umum atau pelaku usaha. 

b. Memberikan sanksi yang tegas dalam rangka penegakan hukum kepada 

para pelaku usaha yang masih menjual produk pangan yang kadaluwarsa. 

c. Badan atau balai pengawasan obat dan makanan (BPOM) perlu ada di 

setiap daerah Kabupaten, sebagai lembaga yang bertanggungjawab khusus 

terhadap peredaran obat dan makanan. 

d. Operasi penertiban terhadap bahan makanan dan minuman kadaluwarsa 

perlu dilakukan setiap 3 bulan atau 4 kali setahun. 
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